KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 3o /1/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja
Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, perlu membentuk Tim
Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Kepulauan® Bangka
Belitung Tahun 2024;

b. bahwa Tim yang disebutkan namanya dalam Keputusan
Gubernur ini dianggap cakap dan mampu untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033 );

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terkhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja
Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Gubernur ini.

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

Ketua, bertanggungjawab atas penyusunan rencana kerja
pelaksana kegiatan, mengkoordinasikan, memonitor,
mengevaluasi dan melaporkan persiapan pelaksanaan dan
pasca kegiatan kepada Gubernur;

a.

b. Wakil Ketua, bertanggungjawab atas teknis pelaksanaan
kegiatan, mengkoordinasikan, memonitor, dan mengawasi
pelaksanaan kegiatan, melaporkan seluruh kesiapan dan
proses pelaksanaan kegiatan kepada Ketua;

c. Sekretaris, melakukan koordinator  lapangan dalam
pelaksanaan  kegiatan, mengkoordinasikan, = memonitor
pelaksanaan tugas masing-masing anggota, menghimpun
seluruh dokumen pelaksanaan sebagai bahan penyusunan
laporan kegiatan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua; dan

d. Anggota:
1. menyiapkan seluruh administrasi surat dalam rangka

pelaksanaan  kegiatan, menyiapkan daftar  hadir,
mengadakan materi rapat, melakukan input data base,
konfirmasi peserta dan melaporkan hasil pelaksanaan
tugas kepada ketua melalui sekretaris;
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2. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi

daerah yang akan dikerjasamakan;

3. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;

4. memberikan saran terhadap proses pemilihan dacrah dan

pihak ketiga;

5. menilai dan memberikan saran terhadap proposal dan studi

kelayakan,;

6. menilai dan memberikan saran

terhadap  materi

kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja

sama;
7. memberikan rekomendasi kepada

Gubernur

untuk

penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian

kerja sama,

8. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja

sama; dan

9. melakukan pembinaan dan

pengawasan

pelaksanaan kerja sama daerah Kabupaten/Kota.

KETIGA

terhadap

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran

2024.

KEEMPAT

Dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, Keputusan

Gubernur Nomor: 118.44/1011/1/2021 tentang Pembentukan

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/ 50/1/2023 tentang

Kedua Atas Keputusan

Perubahan

dinyatakan tidak berlaku.
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Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.
2. Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. Kepala Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pj. GUBERNUR

Gubernur
188.44/1011/1/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja
Sama Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dicabut dan

Ditetapkan di Pangkalpinang

30%\’0‘ "

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG

NOMOR :188.44/ Lo /1/2024

TANGGAL : 3¢ Jorvoes 107y

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

I Ketua :  Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

Il Wakil Ketua :  Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

VI Sekretaris : Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

VII Anggota . 1. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

2. Kepala Bagian Kerja Sama Biro Pemerintahan
Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

4. Drs. Rusman, M.Si (Analis Kebijakan Ahli
Madya Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung)

5. Risvan Ikmal Pratama, S.IP (Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di
Daerah (P2UPD) Madya Inspektorat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

6. Wisiko Aprizaldi, S.H., M.H (Perancang
Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Biro
Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung)

7. Ihsan, S.E (Analis Kebijakan Ahli Muda Biro
Pemerintahan Setda  Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung)

8. Rina Asrida, S.E (Analis Kebijakan Ahli Muda
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung)

9, Siti Surya Dami, S.H (Analis Kebijakan Ahli
Muda Biro Pemerintahan Setda Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung)

10. Melissa Oktaria, S.T (Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa Ahli Muda Biro Pengadaan
Barang/Jasa Setda Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung)

11. Andini Sawitriana, S.S. (Penerjemah Ahli Muda
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung)
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12, Emarylis, SE (Biro Pemerintahan Setda

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

13. Norzayeyeni, SE (Biro Pemerintahan Seteda
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

14. Dina Atikah, S.IP (Biro Pemerintahan Setda
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

15. Donna Natalia, A.Md (Biro Pemerintahan
Setda  Provinsi  Kepulauan  Bangka
Belitung)

16. Varga Saputra, S.STP (Biro Pemerintahan
Sctda Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung)

17. Yulianti, S.Tr.IP (Biro Pemerintahan Sectda
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

18. Aditya Rama Risty (Biro Pemerintahan
Sctda Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung)

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
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